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FENETAPAN

Nomar 009%/Pdt Pr2016/PA. BM
aza gl e all e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada fingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah
vang diajukan aleh;

M. Saleh Bin A. Tafib, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SO, pekerjaan
Buruh tanifPekebun,  tempat tinggal di RT 004 RW 001 Kelurahan
Rabadompu Barat, Kecamatan Rba Kota Bima, sebagei "Pemchan 1™

Kalisam Binti Abidin, umur 75 tah un, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan
URT, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan Rabadompu
Barat Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai “Pemchon 11"

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon |, Pernchon |l dan saksi-saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemahaon || telah mengajukan surat permohaonan
itsbat nikah tertanggal 27 Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima dengan Nomor  C0S9/PdLP/2016/P4 BM. tanggal 27
Juli 2018 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
| Bahwa Pemohen | dengan Termohon adalah pasangan suarmi isteri yang

menikah secara sah menurut agama |slam yang dilangsungkan pada tahun

Hal | dari 14 hal Pen Mo USRS PN A BM

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1968 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, namun

permikabian Pemohon | dengan Pemochen |l tersebut tidak tercatat pada

Kantor Urusan Agama setempat,

ta

. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah bemama Abidin Bin Kuba {Bapak
kandung) dari Pemoheon I, dengan mahar berupa uang sebssar Bp 1.000.-
(Seribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi:
1. Yasin Bin Abidin, 2. H. Ishaka Bin Manan;

1 Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemchon | berstatus jejaka dan
Pamehon |l berstatus perawan dan antara Pemchon | dan Pemohan i
tersebut idak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurnt
ketentuan hukum lslam meupun peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku;

4 Bahwa, setelah perikahan tersebut Pemchen | dengan Pemahon ||
bertempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota
Bima sampai sekarang dan telah mdup rukun sebagaimana layaknya suami
ietari zerta dikaruniai 8 orang anak yaitu - 1. Ramlah (P} umur 45 tahun, 2.
Mahani (P) umur 43 tahun, 3. Sulaiman (L) umur 40 tahun, 4. Sumarni
{L) umur 38 tahun, 5. Muhammad {L) umur 36 tahun, &. Hajnah (P} umur
34 tahun, 7. Kamuria (P) umur 34 tahun, 8. Mursalin (P} umur 21 tahun;

s Bahwa, pemikahan Pemchon | dengan Pemohon [l tersebut belum

memperoleh Bukti Mikah, oleh karenanya Pemohon | dan Pemahon Il sangat

membutuhkan Penetapan Pengesshan Nikah dari Pengadilan Agama Bima
untuk. mendapatkan pengakuan hukum, penerbitan Akta Mikah dan akte

kelahiran anak maupun keperuan-keperuan (ain;
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& Bahwa, Permochon 1 dan Permohon |l mohaon kepada majelis hakim agar

memerintahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon || untuk mencatatkan
perkawinan ini kepada Kantor urusan Agama Kecamatan setempat,
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, makan Permncheon | dan
FPemchon || memohan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis
HEREI’:‘[ agar menerima, memeriksa dan mengadili parkara ini dan selanjutnys
berkenan menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi sebagai berikut;
DALAM PETITLIM
A, Prirmair
1. Mengabulkan Pemmohonan Pemchon | dan Pemohon I
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon | (M. Saleh Bin A. Talib) dengan
Pemohon || (Kalisom Binti Abidin) yang dilangsungkan pada tahun 1988
di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemochon |l untuk mencatatkan
perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,

4 Membesbankan biaya perkara ini kepada Pemachan,

B. Subsidair

Dan atsu menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya  berdasarkan

perimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada har sidang yang telah ditentukan Pemohon | dan Pemahon

Il telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakanlah

permohonan Pemohon | dan Pemohon || yang pada pokoknya setelah

melakukan perubahan pada nama saksi pernikahan isinya tetap dipertahankan

aleh Pemahon | dan Pemahon 11,
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Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Momor: 5272023112510079, tanggal 27
Juni 212 atas nama Pemohn |, telah bermeteral cukup dan setelah
ﬂimmfkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokepi Kartu Tanda Penduduk, Momor 5272027112410017 tanggal 28
Juni 2012 atas nama Pemohon || telah bemmeterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya termyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Manimbang, bahwa disamping bukt tertulis, umuk memperkust dalil
permaohonannya, Pemaohon | dan Pemaohbon Il juga telah mengajukan alat bukti
berupa saksi-saksi yaitu:

1. H. Ishaka Bin Mansur, umur 86 tshun, pekerjaan Pensiunan PT Telkarn,
bertermpat tinggal di RT. 008 RW. 003, Keiurahan Rabadompu Barat,
kKecamatan Rabz, Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpabnya
memberikan keterangan sebagai barikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemchon | dan Pemahon II;

- Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tahun 1968;

- Bahwa Pemohon | dan Pemchon I menikah di Kelurahan Rabadompu
barat Kecamatan Raba kota Bima;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohen | dan Pemaohon || menikah;

- Bahwa yang berindak menjadi wali nikah dari Pemohon Il adalah aysh
kandung Pernchon Il bemama Abidin Bin Kuba (Al Marbum),

- Bahwa yang berindak menjadi saksi nikah dalam pernikahn Pemohon |

dan Pemaohan Il adalah Bapak H. Ishaka Bin Mansur dan Bapak |brahim;
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- Bahwa mahar pernikahan berupa vang, sebesar Rp 1000,- {Serbu rupiah)
dan dibayar dengan cara tunai
- Bahwa =fatus Pemohon | saat menikah jgjaka, dan Pemchon |l saat
rrenikah berstatus perawan;
- Batwa, Pamohon | dan Pemohaon [ telah dikaruniai 8 (delapan) orang
L
anak;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohen || fidek ada hubungan mahram

atau hubungan sepersusuan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon || mohen itsbat nikah untuk tujuan
rmemperclen surat niksh untuk keperuan menunaikan 1badah hsji dan
membuat akta kelahiran anak;

- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemchon | dan Pemahon 11 belum
pernah bercerai dan tidak pernah keluar dar agama lslam;

2 M. Yasin Bin Abidin, umur 849 tahun, agama lslam, pekegaan Petani,
berfempat tinggal di RT 004 RW 001 Kelurahan Rabadompu Barat
Kecamatan Raba Kota  Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohaon | dan Permahaon [,

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemchonl | dan Pemohon 1l sebagai
tertangna,

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon || menikah pada tahun 1968,

- Bahwa Pemchon | dan Pemohan |l menikah di Kelurshan Rabadompu
Barat Kecamatan Raba Kota Bima;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohen || menikah;
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- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemchon Il adalah ayah

kandung Pemaohon |l bemama Abidin Bin Kuba (Al Marhum);

- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah dalam pemikahan Pemohon |
dan Femohon |l adalah Bapak H. Ishaka Bin Mansur dan Bapak lbrahim;

E Ea*hwa mahar pernikahan berupa uvang, sebesar Rp 1.000- (Seribu
rupiah) dan dibayar dengan cara tunai;

- Bahwa status Pemohon | saat menikah jejaka, dan Pemohon [l saat
menikah berstatus perawan;

- Sudah, Pemehon | dan Pemoheon telah dikanuniai 8 {delapan) orang anak:

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemaohan || tidak ada hubungan mabram
atau hubungan sepersusuan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon 1l selama menjadi suami isten tidak
pernah bercerai dan tidak pemah keluar dari agama |slam;

- Bahwa selama ini tidak ada crang yang merasa keberatan atas pernikahan

Pemahon | dan Pemohon |l

- Bahwa Pemchon | dan Pemohon || mohon itsbat nikah untuk tujuan
memperoleh surat nikah untuk persyaratan menunaikan lbadah haji dan
memperaleh akta kelahiran anak,

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemchon Il menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokcknya menyatakan  tetap  dengan
permaohanannya serta mohon penetapan;

Babwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala
hal ihwal dalarm berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari penstapan ini;

Hal & dar 14 bof. Pen. Mo, 0090 PduPBAA016/PA BM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemmohonan Pemohon | dan Pemahon ||
adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada harl-han sidang yang telah ditentukan Pemaban
| dan Pemchon |l telah menghadap sendin di persidangan dan dibacakaniah
perrnnh-::nan para Pemohon yang pada pokoknya safelah  melakukan
perubahan pada saksi pernikahan isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan seperiunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P11 dan P.2 perupa Surat

Keterangan Domisili atas nama Pemohon | dan Pemaohon 11, terbukti bahwa

Pamaohaon | dan Pemohon 1| adalah penduduk Kelurahan Jatibaru, Kecamatan
Asakota, Kota Bima, atas dasar itulah Majelis Hakim perpendapat bahwa
Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa perkara ini,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan
Pemohen | dan Pemohon 1| adalah karena Pemohon | dan Pemchen |l sangat
membutuhkan akta nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan
keperluan-keperiuan lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan semua saksi-saksi Pemohon |

dan Permochan |l telah mengemukakan hal-hal yang saling herkaitan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

. Bahwa Pesmohon | dan Pemchon |l telah menikah pada tahun 1874 di
Kelurahan Jatibary Kecamatan Asakota;

- Bahwa yang menjadi wall nikah pada permikahan tersebut adalah Manan Bin
Bahar sebagai ayah kandung Pemchon Il yang kermudian mewakilkan

kepada H. Mansur sebagai P3 pada saat itu;
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- Bahwa yang menjadi 2 {dua} orang saksi nikah pada pernikahan tersebut

adalah bermmama H. ishaka Bin Mansur dan terahim (Al Marhum);

- Bahwa mahar pada pemikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 1000.-
(Seribu rupiah) dibayar secara tunai;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan
atau}ual-hai lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa pada waktu pemikahan dilangsungkan status Pemochon | adalsh
jeiaka dan Pemahon | berstatus perawan;

- Bahwa dari pernikahan Pemochon | dan Pemohon 1| telah dikaruniai 8
{delapan) orang anak;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan ltsbat Nikah untuk mendapatkan
penetapan surat nikah dan mengurus skta kelshiran anak dan keperuan-
menunaikan |badah haji serta leperluan lainnya;

Menimbang, bahwa menumt Hukum lslam, orang beragama islam yang
maw menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Adanya calon suami;

Adanya calon isten;

Adanya wali nikah,

Rl R

Adanya 2 (dua) orang saksi;
8. Adanya ijab gabul,

Menimbang, babwa telah terpenuhi kelima unsur rukun tersebut telah
dipenuhi oleh Pemechon | dan  Pemohon || pada saal melangsungkan

pemikahannya;

Hal 5 dari 14 kal. Pen. Mo, 0099 Pde P2016P A BML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Disclaimer
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Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukt tersebut
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan, bahwa pada
tanggal tahun 198E di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota
Bima telah terjadi akad nikah antara Pemohon | dan Pemchon |, yang
dilaksanakan menurut syari'at agama yang dianut Para Fihak, yaitu |slam,
dengan hr-'aii nikah ayah kandung Pemohon 1l, saksi nikah 2 (dua) crang,
maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah), dan ijab
kabul dilaksanakan dengan tertib dan runtun, sera disaksikan oleh banyak
orang yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan:

Menimbang, bahwa penyebab dan tidak adanya bukti pemikahan antara
Pemohon | dan Pemohon Il adalah semata-mata bukan masalah biaya, namun
belum berdakunya UL No 1 tahun 1474 sereta pemikahan Pemohen | dan
Femchon |l tidak terapor ke Kantor Urusan Agama setempat uniuk mengurus
nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut Karena yang terpenting dari itu
semua, setelah mendengar dari penjelasan Para Pihak dan dan para saksi
adalah bahwa pemikahan itu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah
dalam hukum [zlam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan, yaitu bahwa itsbat nikah
yang dapat digjukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan aoleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomeor 1 Tahun

1974;
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Menimbang, bahwa dar fakta-fakia di atas, Majelis Hakim periu
mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang difwayatkan cleh
Darugutni dan Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

Jue paaldy g VI A180Y
Artinya: “Tidak sah pernikahan (sesecrang) kecuali dengan adanya wall dan

* dua arang saksi yang adi”
dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab

anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

UW L LW | P LT BN A (P T
Artinya: '{Dapat) diternma pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan

berakal atas pemikshannya derngan Seorang peremplan selama
perempuan ity membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menyebutkan suatu
pendapat ulama di dalam Kitab l'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3
halaman 254, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapst Majelis Hakim

dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:
dye guliy Jy i 9a adag s admes )83 5 el (o £S5 gpeall g
g gl y

Artinya - "Didalam pengajuan isbal nikah bahwa telah tegadi pernikahan
seorang perempuan maka Pemohon harus bisa membukiikan sah
dan syarafnys nikah, seperti sdanya wall adanya 2 orang saksi
yang adil dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perly menukil pendapat yang pernah
dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar DR. Jaad Al-Hag Ali Jaad Al-Hag yang
dikutip oleh Prof, DR. Satra Effendi M. Zein, M.A. dalam  bukunya

"Prablematika Hukum Keluarga lslam Kontemporer” penerbit Kencana-Jakarta,

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Mo, G050 P20 AT A BM
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Ed, |, cet k-2, halaman 33-35 menyebutkan dengan membagi ketentuan yang

mengatur pemikahan kepada dua kategon:

1, Peraturan syara', yailu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya
sebuah pernikahan. Persturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh
syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-
buku figh dari berbagai mazhah yang pada intinya adalah, kemestian adanys
ijab dan kabul dar masing-masing dua orang vang berakal (wali dan calon
suami} yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal
yang menunjukkan telah tedgadinya jjsb dan kabul yang diucapkan oleh
masing-masing dar dua orang yang mempunyai kecakapan dari hukum
syara’, serta dihadid cleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi
beragama |slam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan
sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Apabilan unsur-unsur
seperti di atur dalam agama Islam telah terpenuhi, maka menurutnya, akad
nikah itu secara syara' ielah dianggap sah sehingga halal bergaul
sebagaimana layaknya suami istd yang sah, dan anak yang duhasilkan
aleh hubungan suami istd itu =udah dianggap sebagai anak yang sah;

2. Peraturan yang bersifak tawsigy, yaitu peraturan tambahan yang bermmaksud
agar pemikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan
memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwanang. Secara administratif, ada perturan yang mengharuskan agar
suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Kegunaannya agar sebuah lermbaga perkawinan yang mempunyai
tempat yang sangat penting dan sangat strategi dalam masyarakat Islam,

bisa dilindungi dar adanay upaya-upaya negatif dan pihak-pihak yang tidak

Hal U1 dari B b, Pen Moo (el BA2OTGE A BM
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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bertanggung jawab, Sehingga menurut fatws DR, Jaad Al-Hag Ali Jaad Al-
Hag, tanpa memanuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'
nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala svarat dan
rukunnya seperti diatur dalam syarist |slam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, d&n dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1874 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup
alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permochonan Para Pemghaon yang
amar selengkapnya tercantum dalam diklum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat {2) Undang-Undang Momor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum lslam o
Indonesia jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, pemikahan antara Pemohon | dan Pemaohan ||
wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dan memerintahkan
kepada Pemohen | dan Pemohon Il untuk mencatatkan pernikahannya kepada
pejabat yang berwenang di tempat tinggal Pemaohon 1 dan Pemohon |I;

Menimbang, bahwea Pemohon | dan Pemohon Il adalah para pihak yang
berkepentingan dengan perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada
FPemaohon | dan Pemaohaon |l

Mengingat, Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1874, Peraturan Pemerintah
WNormor @ Tahun 1975, Pasal 49 ayat {1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1489
yang telah diubah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Momor 50 Tahun 2008 Tentang

Peradilan Agama, jo, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala

Fial. 12 dari B hal, Pen Mo (RSP PY201GPA BAL
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peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;
MEMETAPKAN
1. Mengabulkan permmchonan Pemaohon | dan Pemohon 11
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon | (M. Saleh Bin A Talib) dengan
Pe:n:}hun || {Kafizom Binti Abidin) yang difangsungkan pada tanggal tahun
1968 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima,
3. Memerintabkan kepada Pemoheon | dan Pemohen Il untuk mencatatkan
pemikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima,
4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemahon Il untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 231.000 - (Dua ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijgtuhkan dalam rapal permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 19 Dzulga'dah 1437 Hijriyah oleh kami Mulyadi, 5.Ag. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Rustam dan Drs, Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Penetapan mana divcapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari ity juga oleh Ketua Majslis, yang didampingi cleh dua orang Hakim
Anggota dan dibante oleh Subartati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri cleh Pemohon | dan Pemohon [f;

KETUA MAJELIS,

MULYADI, 5.Ag.

Hol. 13 dan B4 hal, Pen No (0990 PdLP2016FA BM.
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ARIM ﬂ){éeom.
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Perincian Biaya Perkara;

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Aﬂéds MUBAROK
PANITERA PENGGANTI,

SUHARTATI, 8H

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000 -
3. Biaya Penggllan . Rp.  140.000-
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-
5. Biaya Materaj : Rp. &.000,-

Jumlah . Rp. 231.000-
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